




Rule of Law, Corporate 
Impunity & Bribery:
Corporate Criminal Liability in 
Indonesia & Australia



Point of 
Departure

Equitable enforcement as a criterion of 
rule of law

Selective versus equitable enforcement

Choice of jurisdictions

Peerenboom’s qualitative analysis



Barriers to 
Enforcement

Disorganised statutory scheme

Unclear process of attributing liability 
from individuals to corporations

Inadequate sanctions

See, e.g., Tina Søreide, Corruption and Criminal Justice: Bridging 
Economic and Legal Perspectives (Edward Elgar Publishing Inc, 2016) 
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a. bahwa korporasi sebagai 

hukum yang keberadaannya 

yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya 

korporasi ada kalanya juga melakukan  

pidana (corporate crime) yang 

terhadap  negara  dan masyarakat

b. bahwa dalam kenyataannya 

tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil 

tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum 

pertanggungjawaban pidana (

.  bahwa banyak undang

menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana 

yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun 

perkara dengan subjek hukum korporasi yang diajukan 

dalam proses pidana masih sangat terbatas, salah satu 

penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan 

korporasi sebagai pelaku ti

jelas, oleh karena itu dipandang perlu adanya pedoman 
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sebagai suatu entitas atau subjek 

hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi  

katkan pertumbuhan ekonomi 

pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya 

korporasi ada kalanya juga melakukan  pelbagai  tindak 

) yang membawa dampak kerugian 

terhadap  negara  dan masyarakat; 

bahwa dalam kenyataannya korporasi dapat menjadi 

untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil 

tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum dalam 

pertanggungjawaban pidana (criminal liability); 

bahwa banyak undang-undang di Indonesia 

menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana 

yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun 

perkara dengan subjek hukum korporasi yang diajukan 

proses pidana masih sangat terbatas, salah satu 

penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan 

korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih belum 

leh karena itu dipandang perlu adanya pedoman 

ubjek 

memberikan kontribusi  

katkan pertumbuhan ekonomi 

pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya 

tindak 

membawa dampak kerugian 

korporasi dapat menjadi 

untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil 

dalam 

undang di Indonesia 

menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana 

yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun 

perkara dengan subjek hukum korporasi yang diajukan 

proses pidana masih sangat terbatas, salah satu 

penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan 

ndak pidana masih belum 

leh karena itu dipandang perlu adanya pedoman 



Feature Indonesia Australia

Uniform law? N Y

Confusing statutory scheme? Y N

Clear attribution of physical element? N Y

Clear attribution of fault element? N Y

Distinction b/w individual and corporate liability? N Y 

Judicial guidance? N N

Victim-centric? Y N



Imperative for 
Reform

Indonesia – a weak governance zone?

Australia – advanced reform already 
underway

Uniform fit for purpose law

Why not prosecute? New regulatory 
mandate


